PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Basuki Rahmad 20 A, Telp. (0335) 421160

PROBOLINGGO - JAWA TIMUR 67217

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
PELAKSANAAN KEGIATAN KAJIAN KEUNGGULAN LOKAL DAERAH
SEBAGAI PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL
TAHUN 2017

NOMOR : 050/11/PPK/MULOK/425.103/2017

Nama Kegiatan © Kajian Keunggulan Lokal Daerah Sebagai Pembelajaran Muatan
Lokal

Nama Pekerjaan  : Kajian Keunggulan Lokal Daerah Sebagai Pembelajaran Muatan
Lokal

Lokasi . Kota Probolinggo

Tahun Anggaran : 2017

Kode Kegiatan : 1.1.01.1.1.01.01.00.16.122

Kode Rekening S22izlon

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami
yang bertandatangan di bawah 1m :

Nama - Drs. HERI WIJAYANI, M.Si

NIP - 19670505 200112 1 004

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kota Probolinggo

Alamat - J1. Basuki Rahmad No. 20 A Kota Probolinggo

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Nomor
954.5/1156/SP/425.103/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan :

Nama - Prof. Dr. SUYONO, M.Pd.

NIP - 19631229 198802 1 001

Jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LP2M) Universitas Negeri Malang

Alamat JI. Semarang No. 5 Malang

Dalam hal im bertidak atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LP2M) Umiversitas Negen Malang dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
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Pasal 9
PERTANGGUNG JAWABAN PEKERJAAN

Pertanggung jawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh

PIHAK KEDUA secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan.

Pertanggung jawaban pekerjaan minimal dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada:

a. Progres pekerjaan mencapai 40% (Empat puluh persen) atau telah menyampaikan
Laporan Pendahuluan yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan.

b. Progres pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) atau telah menyampaikan
Laporan Akhir yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan.

Apabila terjadi kekurangan, kekelirian dan kekurang tertib administrasi

penyempurnaan dan pembenahanya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

Pasal 10
PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak
apabila PIHAK KEDUA :

a. Selama 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini, tidak

atau belum memulai tugas pekerjaannya;
b. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati antara kedua
belah pihak dan pekerjaan ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak serta wajib

menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani sebagaimna dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1).

Pasal 11
SANKSI DAN DENDA

1. Jika PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan pekerjaan pekerjaan sebagaimana

tercantum dalam pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama ini akibat kelalaian PIHAK

KEDUA maka dikenakan denda serendah-rendahnya 1/1.000 (satu perseribu) perhari

dari biaya pekerjaan ;

Apabila terbukti bahwa pekerjaan bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerjasama

yang mengakibatkan kerugian PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bertanggung

jawab penuh atas kerugian tersebut |

3. Denda-denda tersebut dalam pasal ini akan diperhitungkan oleh PIHAK KESATU
dengan kewajiban pembayaran PIHAK KEDUA.
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Pasal 12
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
perselisthan diutamakan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat ;

Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak
maka akan diselesaikan oleh suatu komisi Arbitrase yang terdiri dari 3 (Tiga) anggota:
a. Seorang wakil dari PITHAK PERTAMA

b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA

¢. Seprang ahli yang di pilih dan di setujui oleh kedua belah pihak
Pada tingkat terakhir bilamana keputusan komisi tidak memuaskan kedua belah pihak,
maka persengketaan tersebut di serahkan pada Pengadilan Negeri Kota Probolinggo.

Pasal 13
PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)

Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) hanya dapa diubah melalui addendum SPK;

Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila distujui oleh para pihak meliputi :

a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak
dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK ;

b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan ;
Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan
pelaksanaan pekerjaan.

Untuk kepentingan perubahan SPK, PA dapat membentuk Pejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

Pasal 14
HAK KEPEMILIKAN

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/ bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang dberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku ;
Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedianya. Semua peralatan
tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar
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Pasal 15
PENGALIHAN DAN /ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/ atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh

pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal penggantian
nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

Pasal 16
PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja Sama ini di buat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
dibubuhi materai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama
dan untuk keperluan administrasi di buat rekapan dalam rangkap 2 (dua)

Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur
lebih lanjut dan di tambah seperlunya oleh PIHAK PERTAMA
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